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BAB I

KETtrNTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

Pangan adalah scgala sesuatu yang berasal dari sumber
hayati produk pcrtanian, perkebunan, kehutanan,
perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang
diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai
makanan atau minuman bagi konsumsi manusia,
termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan,
dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses
penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan
atau minuman.

Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang
diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan
cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat
mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan
manusia serta tidak bertentangan dengan agama,
keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman
untuk dikonsumsi.

Rantai Pangan adalah urutan tahapan dan operasi di
dalam prodriksi, pengolahan, distribusi, penyimpanan,
dan penanganan suatu Pangan dan bahan bakunya
mulai dari produksi hingga konsumsi, termasuk bahan
yang berhubungan dengan Pangan hingga Pangan siap
dikonsumsi.

Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses
menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat,
mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan f atau
mengubah bentuk Pangan.

Penyimpanan Pangan adalah proses, cara, dan/atau
kegiatan menyimpan Pangan, baik pada sarana Produksi
mar-tpun distribusi.

Pcngangkutan Pangan adalah setiap kegiatan atau
scrangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan
Pangan dari satu tempat- kc tempat lain dengan cara atau
sarana angkutan dalam rangka Produksi, Peredaran,
dan I atau Pcrdagangan Pangan.
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7. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau
serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan
kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.

8. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau
serangkaian kcgiatan dalam rangka penjualan dan/atau
pembclian Pangan termasuk penawaran untuk menjual
Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan
pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.

9. Pangan Segar adaiah Pangan yang belum mengalami
pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau
yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.

10. Pangan Olatran adalah makanan atau minuman hasil
proscs dengan cara atau metode tertentu dengan atau
tanpa bahan tambahan.

11. Pangan Olahan Siap Saji adalah makanan dan/atau
minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung
disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha
seperti Pangan yang disajikan di jasa boga, hotel,
rcstoran, rumah makan, kafetaria, kantin, kaki lima,
gerai makanan keliling (food tntck), dan penjaja makanan
keliling atau usaha scjr:nis.

bahan yang
mempengaruhi

13. Sertihkasi adalah rangkaian kegiatan penilaian
kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan
tertulis bahwa Pangan telah memenuhi standar
Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.

14. Impor Pangan adalah kegiatan memasukkan Pangan ke
dalam daerah pabean negara Republik Indonesia yang
meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di
atasnya, tempat-tempat tertentu di zorta ekonomi
eksklusif, dan landas kontinen.

15. Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan
mcmpertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis
yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan
bcnda Iain.

16. Pcrsyaratan Sanitasi adalah standar kebersihan dan
kcsehatan yang harus dipcnuhi untuk menjamin Sanitasi
Pangan.

12. Bahan Tambahan Pangan
ditambahkan ke dalam Pangan
sifat atau bcntuk Pangan.

adalah
untuk
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17. Iradiasi Pangan adalah metode penanganan Pangan, baik
dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator
untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan,
membebaskan Pangan dari jasad renik patogen, serta
mencegah pertumbuhan tunas.

i8. Rekayasa Genetik Pangan adalah suatu proses yang
meiibatkan pemindahan gen (pcmbawa sifat) dari suatu
jcnis hayati kc jcnis hayati lain yang berbeda atau sama
untuk mendapatkan jenis baru yang mampu
menghasilkan produk Pangan yang lebih unggul.

19. Pangan Produk Rekayasa Gcnetik adalah Pangan yang
diproduksi atau yang menggunakan bahan baku, Bahan
Tambahan Pangan, danf atau bahan lain yang dihasilkan
dari proses rekayasa genetik.

20. Cemaran Pangan adalah bahan yang tidak sengaja ada
dan/atau tidak dikehendaki dalam Pangan yang berasal
dari lingkungan atau scbagai akibat proses di sepanjang
Rantai Pangan, baik bcrupa ccmaran biologis, cemaran
kimia logam berat, mikotoksin, zat radioaktif, dan
cemaran kimia lainnya, residu obat hewan dan pestisida
maupun benda lain yang dapat mengganggu, merugikan,
dan membahayakan kcsehatan manusia.

21. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk
mewadahi dan latau membungkus Pangan, baik yang
bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak.

22. Zat Kontak Pangan adalah zat penyusun Kemasan
Pangan yang dalam penggunaannya bersentuhan
langsung dengan Pangan.

23. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar
kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.

24. Grzi adalah zaL atau senyawa yang terdapat dalam
Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak,
vitamin, mincral, serat, air, dan komponen lain yang
bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

25. Setiap Orang adalah orang perscorangan atau korporasi,
baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan
hukum.

26. Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah
nonkemcnterian yang mclaksanakan tugas pemerintahan
di bidang pengawasan obat dan makanan.
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27. Komisi adalah Komisi Kcamanan Hayati Produk Rekayasa
Genctik sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan di bidang keamanan hayati produk
rekayasa genetik.

28. Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan yang selanjutnya
disebut KLB Keracunan Pangan adalah suatu kejadian
yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit
dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah
mengonsumsi Pangan, dan berdasarkan analisis
epidemiologi, Pangan tersebut terbukti sebagai sumber
keracunan.

29. Kajian Risiko Keamanan Pangan adalah bagian analisis
risiko dalam bentuk kegiatan kajian ilmiah aspek
Keamanan Pangan yang mencakup identifikasi bahaya,
karakterisasi bahaya, kajian paparan, dan karakterisasi
risiko.

30. Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak
pada satu atau lcbih subsistem agribisnis Pangan, yaitu
penyedia masukan produksi, proses produksi,
pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

31. Standar Nasional Indone sia yang selanjutnya disingkat
SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan
Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara
Kcsatuan Rcpublik Indonesia.

32. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang
digunakan untuk mcnyelenggarakan upaya pelayanan
kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun
rehabiliratif yang dilakukan oleh Pemerintah pusat,
pemerintah daerah, danf atau masyarakat.

33. Kedaruratan Kcamanan Pangan adalah suatu kondisi
serius yang diakibatkan oleh risiko Keamanan pangan
yang berdampak terhadap kcsehatan masyarakat yang
memerlukan tindakan segera, baik disengaja maupun
tidak.

Pasal 2

(1) Keamanan Pangan diselenggarakan melalui:
a. Sanitasi Pangan;
b. pengaturan tcrhadap Bahan Tambahan pangan;
c. pcngaturan terhadap Pangan produk Rekayasa

Genetik;
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d. pengaturan terhadap Iradiasi Pangan;
e. penetapan standar Kemasan Pangan;
f. pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu

Pangan; dan
g. jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

(2) Selain penyelenggaraan Keamanan Pangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kcamanan Pangan dilakukan
melalui pengawasan, penanganan keiadian luar biasa
dan penanganan cepat terhadap Kedaruratan Keamanan
Pangan, dan peran serta masyarakat.

BAB II-

PENYELENGGARAAN KEAMANAN PANGAN

Bagian Kesatu
Sanitasi Pangan

Pasal 3

(1) Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf a dilakukan agar Pangan aman untuk
dikonsumsi.

(2) Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan,
Penyimpanan Pangan, Pengangkutan Pangan, dan/atau
Peredaran Pangan.

Pasal 4

(1) Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau
proses Produksi Pangan, Penyimpanan Pangan,
Pengangkutan Pangan, dan/atau Peredaran Pangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib:
a. memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan
b. menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan

manusia.
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(2) Persyaratan Sanitasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a paling sedikit berupa:
a. penghindaran penggunaan bahan yang dapat

mcngancam Keamanan Pangan di sepanjang Rantai
Pangan;

b. pemenuhan persyaratan Cemaran Pangan;
c. pengendalian proses di sepanjang Rantai Pangan;
d. penerapan sistem ketertelusuran bahan; dan
e. pencegahan penurunan atau kehilangan kandungan

Gizi Pangan.

(3) Persyaratan Sanitasi sebagaimana dimaksud pada
ayaL (2) diatur dalam pedoman cara yang baik.

(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman cara yang baik
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertanian, menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan dan pcrikanan, mentcri yang menyelenggarakan
urusan pemcrintahan di bidang kesehatan, menteri yang
mcnyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perindustrian, atau Kepala Badan sesuai dengan
kewenangannya.

Pasal 5

(1) Persyaratan Ccmaran Pangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayaL (2) huruf b ditetapkan oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pcrtanian atau menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kclautan dan perikanan sesuai
dengan kewenangannya dalam hal Pangan Segar.

(2) Persyaratan Ccmaran Pangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayaL (2) huruf b ditetapkan oleh Kepala
Badan dalam hal Pangan Olahan.

(3) Dalam hal Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berupa Pangan Olahan Siap Saji, persyaratan
Ccmaran Pangan ditetapkan oleh menteri yang
mcnyelenggarakan urusan pcmerintahan di bidang
kesehatan.

(4) Persyaratan Cemaran Pangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan
berdasarkan Kajian Risiko Kcamanan Pangan.
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Pasal 6

(1) Setiap Orang yang memproduksi dan latau mengedarkan
peralatan yang digunakan untuk memproduksi Pangan
wajib memenuhi persyaratan keamanan dan mutu
peralatan.

(2) Persyaratan keamanan dan mutu peralatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a. menggunakan bahan yang tidak membahayakan

kesehatan; dan
b. Pangan yang dihasilkan memenuhi persyaratan

Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.

(3) Ketentuan mengenai persyaratan keamanan dan mutu
peralatan yang digunakan untuk memproduksi Pangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan.

(4) Peralatan yang digunakan untuk memproduksi Pangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk
peralatan yang digunakan untuk memproduksi Pangan
yang wajib memperoleh izin edar.

(5) Pengawasan terhadap penerapan persyaratan keamanan
dan mutu peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan, gubernur,
atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Pengaturan Bahan Tambahan Pangan

Pasal 7

Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk
diedarkan dilarang menggunakan:
a. Bahan Tambahan Pangan yang melampaui ambang batas

maksimal yang ditetapkan; dan/atau
b. bahan yang dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan

Pangan.
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Pasal 8

(1) Ambang batas maksimal Bahan Tambahan Pangan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mencakup
golongan Bahan Tambahan Pangan, jenis Bahan
Tambahan Pangan, kategori Pangan, spesifikasi, dan
batas maksimal.

(2) Ambang batas maksimal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan fungsi
teknologi dan risiko Keamanan Pangan pada setiap
golongan Bahan Tambahan Pangan dan kategori Pangan.

Pasal 9

(1) Golongan Bahan Tambahan Pangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)meliputi:
a. antibuih (antifoaming agent);
b. antikempal (aruticaking agerut);
c. antioksidan (antioxidarfi);
d. bahan pengkarbonasi (carbonating agent);
e. garam pengemulsi (emulstfaing salt);
f. gas untuk kemasan Qtackaging gas);
g. humektan (Ltumectant);
h. pelapis (glazing agent);
i. pemanis (sueeteruer);
j pcmbawa (carriefl;
k. pcmbentuk gel (gelling agent);
l. pembuih (foaming agent);
m. pengatur keasarnan (acidity regulator);
n. pengawet (preseruatiuel;
o. pengembang (raising agent\;
p. pcngemulsi (emulsifie4;
q. pengental (thickener);
r. pengeras (firming agent);
s. penguat rasa (flauour enhancef;
t. peningkat volume (bulking agent);
u. pcnstabil (stabilizefl;
v. perctensi warna (colour retention agent);
w. pcrisa (flauounng);
x. pcrlakuan tepung (f7our treatment agent);
y. pe\^rarna (colout);
z. propclan (ltropellant); dan
aa. sekuestran (sequestrant).

SK No 019465 A
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(2) Golongan Bahan Tambahan Pangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat jenis Bahan Tambahan
Pangan.

(3) Dalam hal terdapat kajian ilmiah sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang
Keamanan Pangan, terhadap golongan Bahan Tambahan
Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan perubahan.

(4) Perubahan golongan Bahan Tambahan Pangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Badan setelah berkoordinasi dengan
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian
terkait.

Pasal 10

(1) Golongan dan jenis Bahan Tambahan Pangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(2) Perubahan jenis Bahan Tambahan Pangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Badan.

Pasal 1 1

(1) Penggunaan Bahan Tambahan Pangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dilarang melebihi
batas maksimal penggunaan dalam kategori Pangan.

(2) Ketentuan mengenai batas maksimal penggunaan dalam
kategori Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 12

Perubahan jenis Bahan Tambahan Pangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan perubahan batas
maksimal penggunaan dalam kategori Pangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) harus mempertimbangkan:
a. pcrsyaratan kesehatan berdasarkan bukti ilmiah yang

sahih; dan
b. kajian paparan Bahan Tambahan Pangan.
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Pasal 13

(1) Bahan Tambahan Pangan yang akan diproduksi,
dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan diedarkan wajib memiliki izin edar dari
Kepala Badan.

(2) Persyaratan untuk memperoleh izin edar dari Kepala
Badan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit meliputi:
a. memenuhi standar dan persyaratan dalam Kodeks

Makanan Irrdonesia yang ditetapkan oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kesehatan; dan

b. memiliki izin usaha industri sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal tidak terdapat standar dan persyaratan dalam
Kodeks Makanan Indonesia sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, dapat mengacu pada standar
inte rnasional.

(4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara
permohonan dan penerbitan izin edar diatur dalam
Peraturan Kepala Badan.

Pasal 14

(1) Bahan yang dilarang digunakan sebagai Bahan
Tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf b ditetapkan berdasarkan analisis risiko Keamanan
Pangan.

(2) Analisis risiko Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan
tingkat bahaya yang dapat ditimbulkan terhadap
keschatan atau jiwa manusia.

(3) Bahan yang dilarang digunakan sebagai Bahan
Tambahan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk Pangan Segar ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertanian atau menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai
dcngan kervcnangannya.

(4) Bahan yang dilarang digunakan sebagai Bahan
Tambahan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk Pangan Olahan ditctapkan oleh Kepala Badan.
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Bagian Ketiga
Pengaturan Pangan Produk Rckayasa Genetik

Pasal l5

(1) Setiap Orang dilarang memproduksi Pangan Produk
Rekayasa Genetik yang belum mendapatkan persetujuan
Keamnnan Pangan sebelum diedarkan.

(2) Sctiap Orang dilarang mengedarkan Pangan Produk
Rekayasa Genetik sebelum mendapatkan persetujuan
Keamanan Pangan.

(3) Persetujuan Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan oleh Kepala Badan setelah mendapat
rckomendasi dari Komisi.

(4) Rckomendasi dari Komisi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diberikan setelah dilaksanakan pengkajian
keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik.

Pasal 16

(1) Pengkajian keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) meliputi:
a. metode Rekayasa Genetik Pangan yang digunakan

mengikuti proseCur baku yang secara ilmiah dapat
dipertan ggungj awabkan ke sahihannya;

b. kandungan Grzi Pangan Produk Rekayasa Genetik
sccara substansial harus sepadan dengan kandungan
Gizi Pangan yang bukan Pangan Produk Rekayasa
Genctik;

c. kandungan senyawa beracun, antigizi, dan penyebab
alcrgi dalam Pangan Produk Rekayasa Genetik secara
substansial harus sepadan dengan Pangan yang
bukan Pangan Produk Rekayasa Genetik;

d. protein yang disandi gen yang dipindahkan tidak
bersifat alcrgen; dan

e. cara pemusnahan yang digunakan bila terjadi
pcnyimpangan.

(2) Ketentuan mengenai pedoman pengkajian keamanan
Pangan Produk Rekayasa Genetik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

SK No 019468 A
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Pasal 17

(1) Pengkajian keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (41

dilaksanakan berdasarkan permohonan tertulis yang
diajukan oleh pemohon kepada Kepala Badan.

(2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengkajian
keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal i6 ayat (1).

(3) Kcpala Badan menyampaikan permohonan kepada
Komisi untuk rnclakukan pengkajian dan memberikan
rekomendasi kcamanan Pangan Produk Rekayasa
Genetik setelah menerima permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(4) Komisi menugaskan Tim Teknis Keamanan Hayati
Produk Rekayasa Genetik Bidang Keamanan Pangan
untuk melakukan pengkajian dan uji lanjutan jika
diperlukan setelah menerima permohonan Kepala Badan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Dalam rangka pengkajian sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) Tim Teknis Keamanan Hayati Produk Rekayasa
Gcnetik Bidang Keamanan Pangan melakukan
pemeriksaan terhadap:
a. kelengkapan administrasi;
b. dokumen pcngkajian keamanan Pangan Produk

Rckayasa Genetik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1); dan

c. hasil pengujian kcamanan Pangan Produk Rekayasa
Gcnetik yang dilakukan oleh institusi yang
bcrkompeten.

(6) Hasit pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disampaikan oleh Tim Teknis Keamanan Hayati Produk
Rekayasa Genetik Bidang Keamanan Pangan kepada
Komisi sebagai bahan penyusunan rekomendasi
Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik.

Pasal i8

(1) Komisi menugaskan Balai Kliring Keamanan Hayati
untuk mengumumkan ringkasan hasil pengkajian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) di tempat
yang dapat diakses oleh masyarakat.

SK No 019469 A

(2) Selama



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-\4-

(2) Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) masyarakat mempunyai
kesempatan untuk memberikan tanggapan kepada
Komisi.

Pasal 19

(1) Komisi menyampaikan rekomendasi keamanan Pangan
Produk Rekayasa Genetik kepada Kepala Badan
berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 77 ayat (6) dan tanggapan dari masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

(2) Kepala Badan menetapkan persetujuan keamanan
Pangan Produk Rekayasa Genetik berdasarkan
rekomendasi keamanan Pangan Produk Rekayasa
Genetik dari Komisi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh
persetujuan keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik
diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 20

(1) Setiap Orang yang melakukan penelitian, pengembangan,
dan pemanfaatan metode Rekayasa Genetik Pangan
dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan wajib
mencegah dan/atau menanggulangi dampak negatif
kegiatannya pada kesehatan manusia dan lingkungan
hidup.

(2) Pengujian Pangan Produk Rekayasa Genetik selama
dalam proses penelitian, pengembangan, dan
pemanfaatan metode Rekayasa Genetik Pangan harus
diiakukan di laboratorium.

(3) Persyaratan dan prinsip penelitian, pengembangan, dan
pemanfaatan metode Rekayasa Genetik Pangan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang penelitian,
pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan
teknologi.

Pasal 21

Pangan Produk Rekayasa Genetik yang dihasilkan dari
kegiatan penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan metode
Rekayasa Genetik Pangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 sebelum diedarkan harus memenuhi persyaratan
keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik.
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Bagian Kcempat
Iradiasi Pangan

Pasal22

(1) Iradiasi Pangan dapat dilakukan dengan menggunakan
zat r adroaktif maupun akselerator.

(2) Penggunaan zal radioaktif maupun akselerator untuk
Iradiasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib dilakukan di fasilitas iradiasi yang telah memiliki
izin pemanfaatan sumber radiasi pengion dari kepala
lembaga pemerintah nonkementerian yang meiaksanakan
tugas di bidang pengawasan tenaga nuklir.

(3) Izin pemanfaatan sumber radiasi pengion sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memenuhi
persyaratan:
a. kesehatan;
b. teknik dan peralatan;
c. konstruksi bangunan atau fasilitas;
d. penanganan limbah dan penanggulangan bahaya zat

radioaktif;
e. keselamatan kerja; dan
f. kelestarian lingkungan.

(4) Persyaratan dan tata cara permohonan dan pemberian
izin pcmanfaatan sumber radiasi pengion sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Iradiasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha Pangan.

(2) Pelaku Llsaha Pangan yang melakukan Iradiasi Pangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi
persyaratan yang paling sedikit meliputi:
a. sumber radiasi;
b. dosis serap maksimum;
c. jenis Pangan dan kemasan yang dapat diiradiasi;
d. tujuan iradiasi;
e. cara Iradiasi Pangan yang baik; dan
f. pelaporan dan pengawasan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan persyaratan
Iradiasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Kepala Badan.
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Bagian Kelima
Standar Kemasan Pangan

Pasal 24

(1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan dalam
kemasan wajib menggunakan bahan Kemasan Pangan
yang tidak n-rcmbahayakan kesehatan manusia.

(2) Bahan Kcmasan Pangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang bersentuhan langsung dengan Pangan wajib
menggunakan Zal Kontak Pangan yang aman dan
memcnuhi persyaratan batas migrasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengcnai Zat Kontak Pangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Kepala Badan.

Pasal 25

(1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan dalam
kemasan untuk diedarkan, dilarang menggunakan bahan
Kemasan Pangan yang mengandwng Zat Kontak Pangan
yang dilarang yang dapat melepaskan cemaran yang
membahayakan kesehatan manusia.

(2) Ketentuan mengenai jenis Zat Kontak Pangan yang
dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 26

(1) Setiap Orang dilarang membuka kemasan akhir pangan
untuk dikcmas kembali dan dipcrdagangkan.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan terhadap Pangan yang pengadaannya dalam
jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah
kecil untuk diperrlagangkan.

Pasal 27

(1) Setiap Orang yang mengemas Pangan harus memenuhi
tata cara pcngemasan Pangan.
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(2) Tata cara pengemasan Pangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
a. melindungi dan mempertahankan Mutu Pangan dari

pengaruh luar;
b. tahan terhadap perlakukan selama pengolahan,

Pengangkutan Pangan, dan Peredaran Pangan;
c. melindungi Pangan dari cemaran, mencegah

kerusakan, dan memungkinkan pclabelan yang baik;
dan

d. bahan Kemasan Pangan harus disimpan dan
ditangani pada kondisi higienis dan terpisah dari
bahan baku dan produk akhir.

Bagian Keenam
Pemberian Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

(1) Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan
Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan
Mutu Pangan.

(2) Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
Pangan untuk tujuan hibah, bantuan, program
pemerintaln, danf atau untuk keperluan penelitian.

(3) Standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi ketcntuan mengenai:
a. Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 sampai dengan Pasal 6;
b. Bahan Tambahan Pangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14;
c. Pangan Produk Rekayasa Genctik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 21;
d. Iradiasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22 sarnpai dengan Pasal 23;
e. Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 sampai dengan Pasal 27; dan
f. penggunaan bahan lainnya.

(4) Standar Mutu Pangan sebagairnana dirnaksud pada
ayat (1) merupakan karakteristik dasar Mutu Pangan
sesuai dengan jenis Pangan dalam keadaan normal yang
didasarkan pada kriteria organoleptik, fisik, komposisi,
dan/atau kandungan Gizi Pangan.
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